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ABSTRAK
[bookmark: _GoBack]Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Tugas dan kewajiban Satpol PP diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP berkewajiban menertibkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL yang meninggalkan barang-barang untuk berjualan karena dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi PKL. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memakai lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kegiatan tempat tinggal di Kota Padang? 2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memakai lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kegiatan tempat tinggal di Kota Padang? Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap PKL yang memakai lokasi berdagang sebagai tempat tinggal yaitu melakukan berbagai tindakan diantaranya tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan kuratif. 2) Kendala dalam melakukan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu banyaknya PKL yang tidak taat pada Perda No. 3 tahun 2014.   
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